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KEFUTUSAN MENTERI AGAMA REPULLIIKC INDONESIA

A Menimbang

NOMOR 71 TAHUN 1999
‘TENTANG
PENEGERIAN 85 MADRASAH DI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH

MENTERI AGAMA REPFUBLIK INDONESIA,

: bahwa dalam rangka menunjong petbangunnn nasional di bidang

pendidikan, dipandang perlu melaksinakan penegerian ‘madrasah

untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan. pembina
mandrasah swasta di sekitamnya.

t 1, Undang-Undang Republik Indonesin Nomor 2 Tabwn 1989

tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemeriniah Republik [ntonesin Nomor 28 Tahun 1990
tentarg Pendidikom Dasar;

3. Peaaturan Pemerimtals Republik Indongsin Nomor 22 Tahun 1990
lentang Pendidikan Menenguh;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia N2.i,ui 4 "=Fun 1974
lentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tshun 1998
tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Depariemen, yang telah diubah terakhir dengan Kepntuun
Presiden R1 Nomeor 102 Tahun 1998,

6. Keputusen Bersuma Menteri Apama, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dan Menteri Dalom Negeri Nomor 6 Tahun 1975,
Nomuor  O3/LVI975 don Nomor 36 Tahwn 1975 tentang
Peningkaten Muty Penvlidikan puda Madrasaly;

7. Kepulusan Menteri Agama Nomor 18 Tuhwn (975 tentang
Sugunan Organisesi dan Taie Kerju Depatemen Agams yang
telah beberapa kali diubah, temkhit dengan Keputusan Menteri
Agania Nomor 75 Tahun 1984

8. Keputusan Mosteri Agamn Momer 15 whun 1978 tentang
Susupan Greanizasi dan Tata Kerja Lindeasah thiitsiveh Negeri;

9. Keputusan  Monteri Agama Momor 19 1ahun 778 jeatang
Susunan Organisasi dan Tata Kegu Madrasoh Tsanuswiyul Negeri.

10, Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisas® dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.
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11, Keputusan Meaterd Agama Nomor 45 Taluy 1981 tentang
Organisasi dan Tata Fega Kantor Wilayaly Depurienien Agama
Propinsi, Kaulor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya
dan Balai Pendidikan dan Lutihan Pegawai Teknis Keagamaan
Departemen Aguma;, )

Persetujuan Menteri Negara Koordinalor Pengawasan Pembangunan

don Pendayagunsan Aparatur Negua  dengan Surat Nomor
103/MK. WASPAN/3/1999 tanggal 5 MMaret 1999.

MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENEGERIAN 85 MADRASAH DI YROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH

. Membuka dan menegerikan madrasah sebagaips ot dalam

fampiran Keputusan ini

- Kedudukan, tuges, fongsi, suswnan organisasi. dan tata kerja

Mudrusah  Ibtidniyali Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan
Madrasah Aliyah Negeri sebagai dimaksud pada dikium Pestama,
dintur sesuni ketentunn Pusal | sampai dengan Pasal @ Keputusen
Menteri Agams Nomor |5 Tahun 1978, Pasal | sampni dengan Pasal
9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tabun 1978 dan Pasal |
sampai dengan Pasal 9 Kepulusan Menteri Agauna Nome* 17 Tahun
1978.

- Ketentuan lebili Iinjut yang diperiukan bagl pelaksannan Keputusan

ini diatur cleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agame
lalam.

. Sejak berlakunya Keputusan ini jumiah Madrasah Iutidaiysh Negeri

bertambal dari 1435 ( seribu empat ratus tiga puluh lima ) menjadi
1478 ( seritm cmpal ratus tyjul puluh delapan ), Madrasah
Tsanawiyuh Neyerd bertambah dari 1141 seribu seratus cmpat puih
satw ) menjadi 1162 ¢ senbu seratus énam pulub dun ) Mndmuh
Aliyah Negeri beaambah dari 554 ( lima raius linia pulub empat )
menjadi $75 ( lima ratus tujuh puluh lima ). i



Y

Kelima ¢ Keputusan ini mulai berlaks pada tosyga! ditetpken.

Ditetupkan di :  Jakarta
Padn tanggal © 22 Maret 1999

A .,.—s.hj&NTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
pll. A MALIK FADJAR ;
Tembusan !

|, Menko Kesra dan Taskin,

2. Ketua Budan Pemeriksa Keunngay,

3, Menteri Pendidikan dan Kebudayuan,

4, Menteri Dalam Negeri;

5. Menteni Keuangan;

6. Ketua Komisi V11 DPR-RI;

7. Ditjen Anggaran Departemen Kevangan,

8. Sekjen/Irjen/Dirjen Binbaga Istamy/Dirjen Bimas Istam dan Urusan haji/

Kabalithang Agamuy/Staf Ahll Meateri Apama;
9. Para Gubernur KDH Tiogkal | seluaih hiydonsria,

10. Parn Kepaln Biro/Kapusdiklal Peyawaiflnspektur/Disckiur i lingkungan Digjen
Binbaga Istam/Ditjen Bimas Islam dan Urusaue Haji di lingkungan Depsrtien Agama
Jakarta;

11. Kepala Kantor Wilaysh Denitemen Agitma Propinsi Dacrah Istimewa Acch;

12. Pars Kepala Kantor Depurtemen Apama Kabupatew/Kodyn di Propinsi Daernh
Istimawa Aceh,

13. Kantor Perbendatarian dan Kag Nujra di Propinsi Dacenh Tstine. S

14. Biro Hukum dan Humas Depatcsen Aja natuk dokunseniagiy,

15. Yang bersungkulan untuk diftal N



